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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,
bahwa dalam rangka meningkatkan penerapar standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya
kebijakan akuntansi yvang mendasari penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
bahwa untui mengatur laporan keuangan atas
peristiwa. setelah tanggal pelaporan, perlu diatur
ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal
pelaporan dalam suatu pernyataan standar akuntansi
pemerintahan;
bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b tersebut,
agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna,
dan herhasil guna, perlu menetapkan Kebijakan
Akuntansi tentang Akuntansi Peristiwa Setelah
Tanggal Pelaporan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi tentang Akuntansi Peristiwa Setelah

Tanggal Pelaporan;
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi  Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal,un 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Reputlik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lLembaran
Negara Repuklik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Stendar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akiual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Menetapkan

10.
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Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klavifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoinan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun
2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 118 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 18 Tashun 2011 tentang Kebijakan
Akuntansi Pesmerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
TENTANG AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalalk Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahar Daerah.

Satuan Kerjia Pengelola Keuangan Daerah
selanjutnya aisingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selaniutnya
disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD vang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan hertindal- sebagai hendahara umum Daerah.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna  Barang adalah  pejabat  pemegang
kewenangan penggunaan barang milik Daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
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Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau
Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

Kebiiakan Alkuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konveunsi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas

lisasi

Pelaporan dsalam penvusunan dan Laporan Re
Anggaran.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip- priasip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturar dan praktik-praktik spesifik yvang dipilih
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan  keterbandingan laporan keuangan

terhadap anggaran, antar periode maupun antar

entitas,

.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, helanja den pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dzlam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi
judul, nomor dan tanggal efektif.
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19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

20.

21,

22,

23,

24.

disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.

Basis Akruai adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi  dan peristiwa  itu  terjadi, tanpa
memnperhatikan saat kas atan setara kas diterima atau
dibavar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengarith traasaksi dan peristina lainnya nada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan

dana berbasis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperhandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

_Neraca adalsh laporan vang menyajikan informasi

posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai

aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO,

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas

Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban
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dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas
Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan

periode seheluimnya.

Laporan Arus Kas, vang selanjutnya disingkat LAK,
adalah laporan yvang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perithahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan = Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya
disingkat LPE, adalah laporan yang menvajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas
akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya
disingkat CalK, adalah laporan yang menyajikan
informasi ter.tang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan vang memadai.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinva
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-.RA | belanja, pembiayaan, pendapatan-LO
dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan vang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh Pengguna Anggaran.

. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih  dalam  periode tahun  anggaran  yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah

dan tidak nerlu dibayar kembali oleh Pemerintah



34.
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39.

40.

Daerah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakni sebagai penamhbah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.

-Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi  jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, vang dapat berupa pengeluaran
atau konsumei aset atau timbulnya kewajiban.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran vang
bersangkutar maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

_Aset adalah sumber dava ekonomi vang dikuasai

dan/atau cimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh | baik oleh Pemerintah Daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya vang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah

;ang merupnkan selisih antara aset dan kewajiban

L

Pemerintah Daerah.
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41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pcs yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjarii sesuai dengan yang seharusnyva.

42. Penyesuaiaﬁ adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
pintang, utarg dan vang lain yang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

43. Bagan Akun Standar, yang selanjutnva disingkat BAS,
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sehagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB I
KERBILIAKAN AKUNTANSI TENTANG AKIINTANSI
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pasal 2
Kehijakan Akuntansi tentang Akuntansi Peristiwa Setelah
Tanggal Pelaporan merupakan pedoman bagi Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah
Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan

Kenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) Sistemsatika Kehijakan Akuntansi tentang Akuntansi
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan terdiri atas:
a. pendahuluan;

b. ruang lingkup;

9]

definisi;

d. otorisasi penerbitan laporan keuangan;

e. pengakuan dan pengukuran;

f. peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan;

g. peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan;
h. kesinambungan entitas;dan

pengungkapan.

[
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(2) Uraian Kebijakan Akuntansi tentang Peristiwa Setelah
Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bhagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

- * 3 = B8 X

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

PARAF KOORDINASI
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SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 21 SEPTEMBER. 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 59



LAMPIRAN

'ERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR $§4 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN  AKUNTANSI  TENTANG
AKUNTANSI  PERISTIWA  SETELAH
TANGGAL PELAPORAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI TENTANG AKUNTANSI
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:

a. hilamana pemerintah daerah menyesuaikan laporan keuangannya
atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan

b. pengungkapan vang dibuat pemerintah daerah tentang tanggal
laporan keuangan diotornsasi untuk terbit dan peristiwa setelah
tanggal pelaporan.

2. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa pemerintah daerah
tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi
kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan
mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas

tidak dapat diterapkan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk dan
pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.

4 Kehijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan

laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk BUMD.

DEFINISI
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini

dengan pengertiannya:



a. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang

menguntungkan maupun vang tidak menguntungkan, yang terjadi

di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan

diotorisasi untuk terhit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi

dua jenis, vaitu:

1) peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal
pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal
pelaporan); dan

2) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah
tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah

tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

6.

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa

setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal

2

pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan
keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terhit
adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang
dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau
tanggal saat pemerintah menvatakan bertanggung jawab atas laporan
keuiangan apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses vang terjadi di antara penvusunan laporan keuangan dan
otorisasi penerbitan laporan lieuangan dapat berbeda tergantung pada
pemerintah daerah serta prosedur yang ditetapkan dalam proses

penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

9.

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin
mengumumkan kebijakan vang dapat berdampak pada penyajian/
pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana
peristiwa akibat kebijakan pemerintah daerah berdampak pada

penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang

cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan



b.

apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau
dapat dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

10. Pemerintah daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam

laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal

pelaporan.

11. Beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan vang

memerlukan penyesuaian angka-argka laporan keuangan, atau untuk

mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan

d.

memiliki kekuatan hukum tetep setelah tanggal pelaporan yang
memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini
pada tanggal pelaporan. Pemerintah daerah menyesuaikan nilai
kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan

A

tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang

mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal
pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya
hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang
terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yvang mengindikasikan
kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu
disesuaikan.

Ditetapkannva jumlah pendapatan berdasarkan informasi vang
diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan
setelah tanggal pelaporan.

Ditemukannya kecurangan atau kesalahan vang mengakibatkan
salah saji laporan kenangan

Pengesahan yang dilakukan oleh unit vang mempunyal fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
pendapatan yang terjadi sebelura tanggal pelaporan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit
setelah tanggal pelaporan keuarizan atas perhitungan subsidi yvang

seharusnya diakui pemerintah.



PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

12. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah yvang disajikan dalam
laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah
tanggal pelaporan.

13. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di
antaranya:

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan
menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebhabkan
menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai
tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal
laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan vang
terjadi pada periode berikutnya.

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh BUMD

setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

14. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar
kesinambungan entitas apabila sctelah tanggal pelaporan terdapat
penetapan pemerintah daerah untuk melakukan likuidasi atas entitas

pelaporan dalam jangka pendek.

n

. Kehijakan akuntansi ini mensyaratkan pemerintah daerah untuk
mencerminkan tidak terpenuhinya dasar kesinambungan entitas
dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan akan tergantung
pada keadaan khusus seperti apakah operasi akan dialihkan ke
entitas pemerintah lain atau dilikuidasi.

16. Kebijakan akuntansi ini mempertimbangkan apakah perubahan
kondisi menimbulkan kewajiban tambahan atau memicu klausul
dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka
Panjang menjadi utang jangka pendek ketika asumsi kesinambungan
entitas tidak lagi terpenuhi.

17. Kebijakan akuntansi penyajian l'aporan keuangan mensvaratkan

adanya suatu pengungkapan apabila:

a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan
entitas. Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan
mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun

atas daser kesinambungan entitas, hal tersebut harus



diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan
keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap
tidak berkesinambungan ; atau

b. Pihak yang bertanggung jawab aras penyusunan laporan keuangan
menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi
yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas
untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau
kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah
tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi penyajian laporan
keuangan  mensyaratkan ketidakpastian  tersebut  untuk

dinungkapkan.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

18 Pemerintah daerah mengungkankan tanggal laporan kenancan
diotorisasi untuk terbit dan pthak  yang bertanggung  jawab

mengotorisasi laporan keuangan.
19. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui
oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan

peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

20. Pemerintah daerah memutakhirkan pengungkapan berdasarkan
informasi terkini apabila menerima informasi setelah tanggal
pelaporan dan sebelum tanggal lanoran keuangzn diotorisasi untuk
terbit.

21. Pemerintah daerah perlu memutakhirkan pengungkapan laporan
keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah
tanggal pelaporan, walaupun inforinasi tersebut tidak mempengaruhi
jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh
perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang
kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan bharu tersedia

setelah akhir tanggal pelaporan.
Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

nilai yang material, tidak adanya pcngungkapan dapat mempengaruhi
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23. Pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap hal vang

material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang

1encakup:

a. sifat peristiwa; dan

b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi
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tersebut tidak dapat dibuat.

ntoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang

umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:

a.

b.

pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau
kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penvelesaian kewajiban
terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
kerusakar: aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset
atau kurs valuta asing;

komitmen pemerintah daerah atau timbulnya kewajiban
kontinjensi seperti penerhitan jaminan yang memiliki nilai yang
signifikan; dan

dimulainya proses tuntuian hukum yang signifikan yang terjadi
setelah  tanggal pelanoran, termasuk  tuntutan  terkait

keheratan /banding/restitusi pajak vang signifikan.
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